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ABSTRAK 
 

Indonisia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ke inginan 
untuk mengimplementasikan sistem demokrasi dalam tatanan politik dan pemerintahan sangat 
besar. Salah satu fenomena menaraik pada pemilu 2009, yaitu munculnya kembali para Kiai 
dalam pentas politik, setelah bebarapa lama tidak muncul pasca selesainya kepemimpinan 
presiden Abdurrahman wahid alias Gus Dur yang menjadi presiden ke-IV yang pada waktu itu 
memperkokoh pencapain elit pesantren. Pencapain ini dinginkan terulang kembali untuk 
mengembangkan peran Islam sebagai kontrol di dalam pemerintahan, hal ini dibutuhkan peran 
Kiai sebagai penggerak dalam mencapai visi missi tersebut yang dipandang oleh sebagian 
masyarakat mempunyai sosok kepemimpinan karismatik. 

  Penelitian ini mencoba mengangkat  suatu permasalahan apa yang melatarbelakangi 
peranan politik Kiai dalam suksesi terpilihnya  Presiden dan wakil Presiden priode 2009-2014. 
Observasi ini di lakukan di Jawa Timur yaitu; di Kabupaten Pamekasan Madura yang mana di 
daerah tersebut ikatan kultural Kiai sangat terorganisir dalam mensukseskan Pilpres 2009 di 
dalam tatanan masyarakat. 

Jenis penelitian yang di gunakan  dalam penyusunan sikripsi ini adalah penelitian 
lapangan (Field Research), dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu, Studi 
Dokumen, Wawancara mendalam (Dept Interview). Teknik analisa data.  

Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penelitian ini antara lain, pertama Terjunya Kiai 
dalam politik praktis mampu membawa implikasi terhadap situasi politik yang lebih baik. 
Kedaan demikian terjadi di dalam penyelenggaraan Pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan. 
Adanya keterlibatan Kiai dalam politik praktis tidak terlepas dengan peranya yang berkewajiban 
menegagkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar merupakan dasar 
pokok dari tegaknya agama menuju kemaslahatan ummat. Dengan adanya prinsip tersebut 
keberhasilan Kiai dalam perananya dibuktikan dengan mendukung salah satu partai politik dan 
diukur dengan kemenangan yang dicapai oleh SBY-Budiono sebagai Kepala Negara Republik 
Indonesia priode 2009-2014. Ukuran keberhasilan tersebut dilihat dari indikator Kiai seperti 
melakukan konsolidasi seluruh Kiai dalam upaya memobilisasi massa untuk memilih Partai 
Persatuan Pembangunan (ppp), dan pembicaraan mengenai arah politik untuk berafialiasi kepada 
partai pemerintah yaitu Partai Demokrat. Untuk mensosialisasikan hal tersebut para Kiai 
melakukan pengajian keliling dan melakukan kunjungan langsung kepada masyarakat setempat. 

Kedua, peranan yang dimiliki Kiai tersebut tidak terlepas dari status sosial yang ia 
miliki di masyarakat (social market). Status tersebut yang kemudian membawa keberhasilan Kiai 
dalam melakukan pendekatan dan mobilisasi massa untuk mendukung pilihan yang dipegang 
oleh Kiai. Tanpa adanya kedudukan dan status serta kharisma yang dimiliki Kiai, kecil 
kemungkinan akan bisa berperan sesuai yang diharapkan. Adanya dukungan Kiai kepada salah 
satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tentunya dilandasi dengan kepentingan internal 
para Kiai seperti kesejahteraan ekonomi dan lembaga pendidikan. Selain itu juga merupakan 
kesepakatan Kiai dengan jalan musyawarah. Terakhir Langkah Kiai dalam menjalankan 
perananya tersebut belum bisa mewujudkan kemaslahatan ummat. Artinya secara manusiawi 
Kiai akan lebih cendrung kepada kelompok yang mengikuti jejak politiknya ketimbang 
kelompok lain. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada 

surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

� alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

� Ba’ b be 

� Ta’ t te 

� Sa’ ś es (titik di atas) 

� Jim j Je 

� Ha’ h ha (titik di bawah) 

� Kha’ kh ka dan ha 

� Dal d de 

	 Zal ż zet (titik di atas) 


 Ra’ r er 

� zai z zet 

� sin s es 

 syin sy es dan ye 

� sad  s es (titik di bawah) 

� dad  d de (titik di bawah) 

� ta’ t te (titik di bawah) 
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� za’ z zet (titik di bawah) 

� ‘ain ‘ koma terbalik (di atas) 

� gain g ge 

� fa’ f ef 

� qaf q qi 

� kaf k ka 

� lam l ‘el 

� mim m ‘em 

� nun n ‘en 

� wawu w w 

� ha’ h ha 

� hamzah  ’ aprostrof 

� ya’ y ye 

 

B. Vokal  

1. Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

� 

� 

� 

Fathah 

Kasrah 

Dammah 

a 

i 

u 

a 

i 

u 

 

Contoh: 

 ��� !"  - kataba 

 #�$%"	 - żukira 

2. Vokal Rangkap 
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Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama 

..'.()  Fathah dan ya’ Ai A dan i 

..'.(�  Fathah dan 
wawu 

au a dan u 

 
Contoh:  
 

 �*(+!" - kaifa 

 !�(,�-  - haula 

 
C. Maddah  

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
tanda 

Nama 

..'. �..'.)  Fathah dan alif atau ya’ ā a dan garis di atas 

)...%... Kasrah dan ya’ ī i dan garis di atas 

�…/... Dammah dan wawu ū u dan garis di atas 

 
Contoh: 
 

 !�0!1  -qāla 

 2�3�
  -ramā 

 !4(+%1  -qīla 

 5�(,56�7  -yaqūlu 

 
A. Ta’. Marbutah 

1. Ta’ marbutah hidup 
Ta’ marbutah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, 
transliterasinya adalah /t/. 
 
Contoh: 
 

58�9(��
 !:;� ;�!0<;=  -raudatu al-at fāl 

2. Ta’ marbutah mati 
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat suku>n, transliterasinya adalah /h/ 
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Contoh:  8�>;?!= -talhah 

 
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta’ marbutah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h). 

 
B. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 
syaddah. 
 
Contoh: 

 
0�@AB�
 - rabbanā 

!�AC�D - nazzala 

E$%FG!� - al-birr 

 
C. Kata Sandang 

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu. 
 
Contoh: 
 

54HI�$;G!� - ar-rajulu 

HJ(K�L;G!� - asy-syamsu 

 
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 
 
Contoh: 
 

HM(7%N�F;G!�  - al-badī‘u 

5�!O�P;G!� - al-jalālu 
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D. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu 
hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
 
Contoh: 
 

!�(�QRHST�U - ta’khuzūna 

V�(W�X - syai’un 

 
E. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-
kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata 
lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan 
kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
 
Contoh: 
 

A$G� H$(+�S �,HY!G 'Z� [�%����\(+%1%��  - Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn 

 Wa innallaha lahuwa khairur-rāziqīn 
 
F. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi 
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam 
EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
 
Contoh: 
 

�(,H]A
 [:^ _NAK�>H3 0�3�� -Wamaa Muhammadun illā rasūl 

 

 

 

 

 



X 

 

 

MOTTO 

 

 

 

 

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.  

Maka dengan bersabar segala urusan dan usaha akan tercapai. Amin 

Yarobbaallamin 
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KATA PENGANTAR 

àE$G� Z� bcBb+d$G� \  

�وا�ّ)'ة  ،ر%$ل ا� � ا� وأ��� ان !��اإ ا�� � ، أ ��� ان �ا��� � ربّ ا����

�ا�ّ-'م +*(وّ�! �.��%   ،���7 رب ا�7ح �5 �1ري و3ّ-و+*( �2� وأ 0��1� أ/

�  :.5 3>�8$ا ;$ �5،أّ!� ��0  �-��5 أ!7ي وا:*9 +�8ة !
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pemilu sebagai sarana mengejawantahkan kedaulatan rakyat baru, 

yang di lembagakan dalam UUD 1945 setelah dilakukan perubahan UUD 

45 naskah asli secara eksplisit tidak memerintahkan pemilu. Saat itu pemilu 

di selenggarakan oleh pemerintah karena menafsir ketentuan pasal 1 ayat (2) 

UUD 1945 yang secara tegas menganut paham kedaulatan rakyat dan 

kemudian berdasar pasal 2 dan pasal 19 pengejawantahanya dilakukan 

melalui lembaga permusawaratan/ perwakilan rakyat yang pengisian 

keanggotaanya lazim dilakukan melalui pemilu. Penjelasan UU No. 15 Thn 

1969 tentang pemilu, secara eksplisit menyebutkan 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan 

rakyat seperti tercantum dalam UUD 1945. untuk melakasanakan azas-azas 

Pancasila terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusawaratan / perwakilan dibentuk lembaga-

lembaga permusawaratan / perwakilan rakyat yang harus membawa hati 

nurani rakyat. Oleh karena itu maka cara pengisian lembaga-lembaga 

tersebut yang sesuai dengan azas-azas demokrasi pancasila ialah dengan 

pelaksanaan pemilihan umum".1" 

                                                             
1 Ibnu Tricahyo.  Reformasi Pemilu : Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal 

(Malang: In-Trans Publishing,2009) hlm.63. 
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Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di 

dunia, keinginan untuk mengimplementasikan sistem demokrasi dalam 

tatanan politik dan pemerintahan sangat besar. Salah satu fenomena 

menaraik pada pemilu 2009 adalah munculnya kembali para kiai dalam 

pentas politik, setelah bebarapa lama tidak muncul. pasca selesainya 

kepemimpinan presiden Abdurrahman wahid alias Gus Dur yang menjadi 

presiden ke-IV yang pada waktu itu memperkokoh pencapain elit pesantren. 

Pencapain ini dinginkan terulang kembali untuk mengembangkan peran 

Islam sebagai kontrol di dalam pemerintahan. Peran ini di jalankan oleh para 

elit kiai yang dipandang oleh  sebagian masyarakat mempunyai karismatik. 

Istilah kiai merupakan suatu trem yang multi tafsir, namun dalam 

hal ini penulis menyamakan dengan istilah ulama'. Kiai adalah orang yang 

memiliki pengetahuan agama yang mana istilah ini bisa disamakan dengan 

ulama’ yang artinya seseorang yang dipandang mempunyai sebagai guru 

dan ahli agama Islam. istilah kiai  di lingkungan masyarakat Islam 

tradisional di Pedesaan Jawa, dipanggil dengan sebutan kehormatan kiai di 

dalam ilmu politik disebut 2Referent power (charismatic power) yaitu 

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang berasal dari sifat-sifat 

kepribadian dan karekteristik seorang menejer. Kemampuan ini sebagai 

dasar kesediaan dan kemauan anggota kelompok untuk mengidentifikasi 

dan menerima karekteristik kepribadian sebagai hal yang dibutuhkan dalam 

                                                             
2 Haris S, Politik Organisasi Prespektif Mikro Diagnosa Psikologis (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 42 
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kepemimpinan. Sementara di Kabupaten Pamekasan, dimana penelitaian ini 

di lakukan, kata kiai dan ulama’ memiliki arti sebagai 3Imamah. Konsep 

tersebut yang menunjukan kepada bimbingan kebaikan, meskipun kadang-

kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang 

kuarang baik. yang sama kiai adalah ulama’ dan begitupun sebaliknya oleh 

karena itulah dengan merujuk pada diatas maka dalam penelitian ini istilah 

kiai di samakan dengan ulama’ 

Di dalam masyarakat tradisional, kiai mempunyai peran dan fungsi 

yang sangat penting  sehingga mereka termasuk dalam salah satu elit sosial 

dantara elit sosial yang lain, tokoh adat, pemerintahan dan raja sebagai elit 

sosial, tidak jarang seorang kiai mempunayai peran ganda, yaitu sebagai 

tokoh politik, ekonomi pendidikan dan lain-lainya sekaligus merangkap 

kiai, kemudian hal tersebut serupa dengan peran para kiai di Madura rata-

rata mereka memgang kekuasaan dari sistem struktural di masyarakat. 

berubahnya sistem tatanan sosial tersebut berimbas pada perkembangan 

gerakan politik yang mana sosok karismatik memiliki sifat luar biasa dan 

dapat dipercaya sebagai memimpin kelompok atau organisasi. 4Di dalam 

teori sosiologi politik bentuk-bentuk peran tersebut dipetakan menjadi dua 

klafikasi besar yaitu struktur fisik dan struktur sosial, struktur fisik biasanya 

lebih dekat dengan letak geografi dan demografi. sedangkan struktur sosial 

                                                             
3 .A.Djazuli. 'Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

Rambu Syari'ah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) hlm.54. 

4 Maurice Duverger, 'sosiologi politik, (Jakarta Pt Raja Grafindo Persada,2007). 
hlm.32  
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mengacu kepada faktor-faktor yang lebih artifisial, dan yang secara hakiki 

manusiawi (teknolgi,lembaga-lembaga, kebudayaan, dan keyakinan) dan 

keduanya tidak ada garis tajam untuk di pisahkan. Manusia tidak menggap 

struktur fisik di dalam bentuk-betuknya yang asli, material, akan tetapi 

melalui ide-ide keyakinan, dan tradisi tradisi sosial yang di perolehnya. 

sehingga patut diketahui bahwasanya di dalam pola kehidupan masyarakat 

Madura secara umum mengalami pergeseran di dalam memahami 

kedaulatan hak-hak politiknya. terbukti dengan terbentuknya beberapa 

organisasi seperti munculnya “ Jamaa’ah Tabligh dan Hizbut Tahrir, Majelis 

Mujahidin, FPI”, dan lembaga Formal seperti; NU, Muhammadiyah, 

Nahdatul-Wethan dan Pesantren, Lembaga Adat, kiai dan Tokoh-tokoh adat, 

dan lainya. 

Dalam konteks pembagian inilah, sangat menarik untuk 

mengelaborasikan peran kiai ke dalam dinamika kehidupan publik. Terjunya 

kiai dalam dunia politik praktis menimbulkan banyak wacana dikalangan 

masyarakat disaat pilpres 2009 yang sudah kita lewati bersama dalam pesta 

demokrasi yang telah usai. Bagi sebagaian kalangan ada yang kontra dengan 

kiai berpolitik mengecam dengan keras pergeseran peran yang di lakukan 

kiai. Mereka mengklaim bahwa seharusnya kiai berkonsentrasi dalam 

bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Alasanya wilayah kiai merupakan 

suatu wilayah yang sakral, berdimensi gerakan moral yang penuh dengan 

nilai-nilai keihlasan, tanpa tendensi dan ambisi, sedangkan dunia politik 

adalah profane yang meniscayakan adanya ke pamrihan, penuh muatan 
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politis, tendensius dan akibatnya kiai akan menjadi alat politik kelompok 

tertentu. Isu dan kritik tersebut terlontar dari masyarakat pameksan yang 

tidak sepakat terlibatnya politik kiai dalam pilpres 2009. 

Adapun masyarakat yang pro terhadap peran politik kiai mereka 

berpendapat 5Dengan terjunya kiai dalam kancah politik di harapakan 

mampu mentranformasikan nilai-nilai spiritual seperti keadilan, persamaan, 

dan amanah ke dalam kehidupan politik. Adapun alsan tersebut Kiai adalah 

sebagai warga Negara, artinya Kiai juga berhak ikut terlibat dalam 

partisipasi politik termasuk juga menjadi pemain politik di level atas. Hak 

itu di jamain oleh sistem kenegaraan yang demokratis. Hakikat Negara 

dalam sistem yang demokaratis adalah sebuah komunitas besar dengan 

komunitas-komunitas kecil yang di dalamnya terdapat tempat untuk 

menyalurkan aspirasi dan kepentinganya. Dengan  kepentingan dan 

pandangan politik yang di miliki, Kiai berhak membuat kendaraan politik 

dan mengendarainya. Dalam kontek inilah, menarik untuk mencermati 

perkembangan politik di tingkat-tingkat lokal terutama di Kabupaten 

Pamekasan Madura di mana kebanyakan politisinya adalah tokoh-tokoh 

pesantren atau para Kiai. Di sadari atau tidak, posisi Kiai sebagai elit politik 

di tingkat lokal menghadapi beberapa problem. dari beberapa hasil kajian 

dan diskusi serta di cocokan di lapangan Kiai yang terjun ke pentas politik 

praktis, lebih-lebih di tingkat lokal, pada umumnya sedikit memiliki back-

                                                             
5 Ahmad Jukariel-fay, 'Kiai bermain politik, kenapa tidak?" bersumber dari 

http://www. Suara merdeka. Com akses tgl 4 oktober 2009 
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ground teoretik maupun pengalaman dalam politik praktis yang memadai. 

mereka melakukan proses politik dengan cara tradisonal artinya apa yang 

pernah dialami mereka jalanin sebagai suatu tujuan untuk mencapai proses 

suksesi politik.   

Selain itu, Kiai lebih di akui sebagai kiai dan pengayom 

masyarakat, benteng moral dan tempat bertanya tentang persoalan 

permasalahan agama, kerap sekali hal semacam ini di manfaatkan sebagai 

gerakan politik praktis yang sifatnya otoritarianisme. Hal ini di sebabkan 

penyelesain masalah-masalah politik tidak sama dengan penyelesaian 

masalah sosial ke agamaan di tambah lagi klaim-klaim bahwa para Kiai 

sering kali tidak mampu membedakan wilayah politik dan wilayah agama. 

Ia mencampur adukan isu-isu agama dan isu-isu politik. Kedua hubungan 

Kiai sebagai elit politik (lokal) dengan massanya bersifat peternalistik, 

hubungan guru-murid, dan komunikasi yang di bangun antara keduanya 

bersifat emosional (kepatuhan). Akibatnya, massa cendrung pasif, pasrah 

dan tidak kritis terhadap elitnya. Ketiga para Kiai umumnya berperan ganda, 

disatu sisi sebagai elit politik dan pimpinan pesantren sering kali terabaikan. 

Tidak sedikit pesantren yang terbengkalai lantaran Kiainya memasuki 

gerakan politik praktis disaat Pemilu 2009 berlansung. 

Peran Kiai dalam gerakan politik praktis menarik untuk ditelaah, 

khususnya Kiai Pamekasan yang dalam banyak hal menampakan gambaran-

gambaran seperti di atas. Kendati hampir semua Kiai di daerah ini memiliki 
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hubungan darah satu sama lainya, namun pilihan politiknya beragam, ide 

dan gagasanya cukup berbeda. Dan ikatan emosionalnya sebagai sanak 

keluaraga tidak berpengaruh pada pilihan-pilihan politiknya. kenyataan  

yang terjadi  di lapangan tidak selaras dengan konsep berdemokrasi yang 

dinamis jujur dan terbuka sehingga mereka cendrung pola gerakan politik 

Kiai mereka menggunakan 6politik antagonisme sosial yaitu sering 

mengguanakan strafiakasi konflik kelas sosial. Yang kemudian sifat atau 

pandanganya lebih melihat pada ras /(keturunan ) sebagai corak berpolitik 

melihat dinamika politik Kiai di Pemekasan menarik untuk ditelaah sebagai 

pembenahan gerakan politik yang modernisme dan demokratis yang 

nantinya sebagai bentuk dari ke arifan lokalnya.  

Implementasi dari UU.No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah 

dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintahan 

pusat dan daerah memberi imbas yang sangat besar bagi Kiai di Pamekasan 

untuk berkiprah di dunia politik praktris. Puncaknya adalah pemilu 1999, 

2004, dan 2009 yang sudah terlaksana beserta pemilihan Bupati yang sudah 

terlaksana di Kabupaten Pamekasan. Termasuk Bupati Pamekasan itu 

sendiri di angkat dari golongan Kiai yaitu Kiai (Drs KH Kholilurrahman SH 

) pengasuh pondok pesantren Matsaratul Huda Panempan Pamekasan, Kiai 

Kholilurrahman itu sendiri mempunyai ikatan tali saudara dengan Kiai 

pengasuh pondok pesantren Bata-Bata dan pondok pesantren Banyu Anyar 

berangkat dari basis massa tersebut maka terangkatlah profil pemimpin 
                                                             

6 Maurice Duverger, 'soiologi Politik, hlm. Xx. 
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kepala bupati di angkat dari golongan Kiai.  terpilihnya Bupati dari 

kalangan Kiai juga berimbas pada struktur pemerintahan dimana pada 

akhirnya struktur kekuasaan tersebut dijadikan legitimasi untuk 

melaksanakan gerakan politik Kiai di dalam pemilu 2009  

Penelitian ini mencoba mengangkat  suatu permasalahan sejauh 

mana peranan politik Kiai khususnya suksesi terpilihnya Presiden dan wakil 

Presiden priode 2009-2015. Observasi ini di lakukan di Jawa Timur yaitu; di 

Kabupaten Pamekasan Madura yang mana di daerah tersebut peranan politik 

Kiai sangat terorganisir dalam memobilisasi masyarakat. 

B. Pokok Masalah 

Apa yang melatarbelakangi para Kiai mengambil peran dalam 

suksesi Pilpres 2009-2014.? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Untuk mengetahui, mengungkap dan menganalisa secara kritis 

bagaimana sesungguhnya latar belakang dan landasan ideologis munculnya 

gerakan politik Kiai dalam suksesi pilpres 2009 di Pamekasan, kemudian 

bagaimana keberadaanya serta bentuk-bentuk mobilisasi dan 

implementasinya terhadap gerakan politik dalam sistem berdemokrasi, 

dalam rangka memenangkan pemilihan kepala negara. 
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D. Telaah Pustaka 

Pola gerakan Kiai yang berda di Pamekasan ini biasa memerankan 

untuk melihat problem solving yang ada di masyarakat sehingga untuk 

mengetahui hal tersebut perlunya melakukan pendekatan yaitu : 1 

Pendekatan Psikologi Sosial 2. Pendekatan Proses Politik dan 3 Mobilisasi 

Sumber  namun dalam konsep kerangka teori diatas disertai juga beberapa 

riset yang sudah di lakukan seperti riset Musa asya'ary bersma tim lain yang 

berjudul " Persepsi Penduduk Jawa tentang Presiden pada Pemilu 2004" 

menjelaskan bahwa corak orentasi politik mayoritas penduduk Jawa dalam 

memilih calon presiden 2004 masih berbasis primordial, artinya masyarakat 

yang notabenya kental dengan corak ke tradisionalan masih menunggu 

pemimpin (ulama) yang kharismatik. Meskipun pada pemilu 2004 terdapat 

dua kekuatan politik baru yaitu partai Demokrat dan partai keadilan 

sejahtera (PKS) 

Skripsi saudara  Irham Bashori Hasba Mahasiswa Fakultas Syari'ah 

Jurusan Jinayah Siyasah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul. " 

Peran Politik Kiai Dan Santri Menjelang Pemilu 2009 Di Kabupaten Jember 

Jawa Timur " dari beberapa unsure  data di atas, masih ada beberapa data 

yang tidak kami cantumkan. kemudian dari data yang kami temukan di atas  

lalu kami tampung dikarenakan ada kesamaan dalam penulisan skripsi.   

Kiai tidak hanya berfungsi sebagai tokoh masyarakat dan tokoh ke agamaan 

saja, akan tetapi kia juga merupakan figure khusus yang mempunyai andil 
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yang cukup besar dalam percaturan politik lokal diberbagai daerah apalagi 

di daerah Kabupaten Pamekasan sangat efektif dalam mobilisasi masyarakat 

dalam hal pendulangan suara pemilhan, sehingga Kiai selain menjadi tokoh 

seribu ummat juga menjadi tokoh dengan seribu massa.7   

E. Kerangka Teoritik 

Prinsip dasar Islam tentang tentang pengaturan kehidupan 

masyarakat, berbangsa dan bernegara  maka secara implisit tentu terkait 

dengan diskursus \tentang Islam dan negara.8 Maka dari itu, demi mengkaji 

pemikiran dan aksi politik Islam tentu tidak dapat dilepaskan dari perspektif 

Fiqih as-Siyasah9 atau Siyasah as-Syar’iyah10 dalam diskursus hukum 

                                                             
7 Irham Bashori Hasba, "Peran Politik Kiai Dan Santri Menjelang Pemilu 2009 Di 

Kabupaten Jember Jawa Timur " (Sikripsi Jinayah Syiasah Fakultas Syari'ah Uin Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2009) 

8 Munawir Sjadzali mengkategorikan aliran yang concern terhadap relasi Islam dan 
negara, meskipun berbeda dalam menggunakan terma aliran ini akan tetapi substansinya 
sama. Ada tiga aliran dalam hal ini. Pertama, aliran konservatif tradisionalis, yang 
berpendapat Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur aspek kehidupan manusia 
termasuk kehidupan bernegara karena menurutnya Islam adalah ad-Din wa ad-Daulah, tokoh 
aliran ini ialah Rasyid Ridha dan Al-Maududi. Kedua, aliran integratif modernis, yang 
berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai sistem negara yang detail tetapi di dalamnya 
terdapat nilai etika kehidupan bernegara. Tokoh aliran ini ialah Muhammad Abduh dan 
Muhammad Husein Haikal. Ketiga, aliran nasionalis sekuler, yang mengatakan Islam tidak 
ada hubungannya dengan negara karena menurut aliran ini Muhammad tidak pernah 
mengepalai dan mendirikan negara. Tokoh aliran ini ialah Ali Abd al-Raziq dan Thaha 
Husein. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara,  hlm. 1-2. M. Azhar, Filsafat Politik, hlm. 
14. lihat juga Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual 
Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 
1999), hlm. 57 

 
9 Objek kajian fiqih siyasah atau Siyasah as-Syari‘yyah menurut Abdul Wahab 

Khallaf adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk 
mengurus negara sesuai dengan dasar ajaran agama yang bertujuan merealisasikan 
kemaslahatan manusia untuk kebutuhan mereka. Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasat al-Syari'at, 
(AL-Qahirat: Dār al-Anshār, 1977), hlm. 4. Sehingga dapat dikatakan bahwa, secara garis 
besar bahasan Fiqih as-Siyasah meliputi tiga aspek utama di  antaranya: 1) Peraturan dan 
Perundang-Undangan Negara sebagai pedoman dan landasaan idiil dalam mewujudkan 
kemaslahatan umat. 2) Pengorganisasian untuk mewujudkan kemaslahatan. 3) Mengatur 
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Islam. Hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu hukum yang bersifat Qath‘i 

(Syari'ah) dan yang bersifat Zanni (fiqih). Karena politik seringkali 

mengalami perubahan sesuai dengan situasi maka penyusun memasukkanya 

dalam kategori fiqih. Fiqih as-Siyasah mempunyai dimensi yang sangat luas 

dalam mengimplementasikan kehidupan bernegara seperti menjamin 

kemaslahatan, keadilan dan kestabilan.11 Sehingga secara ideal (das sein), 

siapapun yang ingin membangun, menjalankan, dan mengejawantah 

pemerintahan yang baik tentu harus berlandaskan pada Maslahah al-

Mursalah12 yang subtansinya sejalan (sinergis) dengan maqasid as-

syar’iyah.13 

                                                                                                                                                           

hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha 
mencapai negara. J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28. 

 
10 Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan Siyasah as-Syar‘iyyah sebagai wewenang 

seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya 
kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan. Abdul Aziz Dahlan (ed), dkk., Ensiklopedi 
Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)V: 1626, artikel "Siyasyah as-
Syar'iyyah". 

 
 11 K.H. Ibrahim Hoesen, “Fiqih Siyasi dalam Tradisi Pemikiran Islamik Klasik”, 

Jurnal Ulumul Qur'an, No.2 Vol. IV (1993), hlm. 58. lihat, Muhammad Azhar, Filsafat 
Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 
15.  

 
12 Menurut Imam Malik Maslahah al-Mursalah itu merupakan salah satu dari 

epistimologi syari'ah. Dengan syarat bahwa: 1) kepentingan umum itu bukanlah suatu hal 
yang berkaitan dengan ibadat (transeden). 2) kepentingan umum itu selaras dan tidak 
bertentangan dengan nilai dasar Syari‘ah (Al-qur'an dan Sunnah). 3) kemaslahatan umum itu 
haruslah merupakan kepentingan esensial yang sangat diperlukan. Muhammad Tahir Azhary, 
Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, 
Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 
7 

 
13 Ada lima lima tujuan dari maqasid as-syariyah tersebut yaitu: 1) memelihara 

kemaslahatan agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara keturunan, dan 
5) memelihara harta dan kehormatan. Ismail Muhammad Syah dkk., Filsafat Hukum Islam, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67. 
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Gerakan politik Kiai yang dikaji dalam penelitian ini lebih 

mengkrucut dan terarah pada pemetaan terhadap peran sentral figur Kiai 

dalam ranah sosial dan politik. Terminologi (istilah) “Kiai”, kendati sudah 

sangat populer dalam relung masyarakat Indonesia, namun secara akademik 

untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Clifford Geertz pada 1960-an14 

dalam kerangka studi antropologi untuk mewakili sosok ulama dan Kiai. 

Sedangkan Horikoshi secara konsisten membedakan penggunaan istilah 

”Kiai’ dari ”ulama” karena fungsi formal yang diperankannya. Ulama lebih 

memerankan fungsi-fungsi administratif,  sedangkan  Kiai cenderung 

bermain pada tataran kultural.15 

Karena itu, pada penelitian ini penyusun sengaja menggunakan 

istilah”Kiai”, bukan ”ulama”, karena analisisnya yang lebih ditekankan pada 

aspek kultural dari kehidupan figur sosial yang disebut Kiai. Lebih-lebih 

untuk melihat fungsi sosial-politik dalam konstalasi perpolitikan Indonesia 

pada pilpres 2009 lalu, sebagaimana yang diperankannya seperti terlihat 

dalam judul penelitian ini. 

Secara ideal, seorang kiai selalu diharapkan berperan sebagai figur 

moral dan pemimpin sosial. Kehadiranya tentu tidak dapat dipisahkan 

dengan situasi dan tingkat kondisi umatnya. Seorang kiai mempunyai 

kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan beragama di masyarakat. 

                                                             
14 Clifford Geertz, Abangan, santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, (terj), (Jakarta: 

Pustaka Jaya, 1981). 

 
15 Hiroko Horikoshi,  Kiai dan Perubahan Sosial, (Jakarta: LP3ES. 1987). 
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Selain dijadikan sebagai pemimpin, ia juga merupakan panutan (uswah 

khasanah) bagi umat16 dan masyarakat pada umumnya. Sehingga segala 

macam perbuatan dan perkataanya harus bisa dijadikan suri tauladan yang 

baik.  

Sebagai pelaku dakwah, seorang kiai berkewajiban menegakkan 

amar ma’ruf nahi mungkar. Sebab amar ma’ruf nahi mungkar merupakan 

dasar pokok dari tegaknya agama. Tanpa adanya amar ma’ruf nahi 

mungkar, maka rusaklah iman dan amal  serta akan banyak terjadi 

kemungkaran dan kemaksiatan dalam kehidupan manusia. Manusia sudah 

tidak akan mengenal lagi agama, yang mereka lakukan hanyalah 

memperturutkan hawa nafsunya saja.  

Sebaliknya apabila musawarah dalam membangun nilai-nilai 

kebaikan dan mencegah keburukan ditegakkan dengan sungguh-sungguh, 

maka akan tersebarlah kema’rufan dan hilanglah kemaksiatan ditengah-

tengah masyarakat. Janji Allah swt kepada mereka yang mau beramar 

ma’ruf nahi mungkar akan diberikan keuntungan yang besar. Ali bin Abi 

Thalib r.a. berkata: seutama-utama amal ialah amar ma’ruf dan nahi 

mungkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan) dan membenci 

orang yang fasiq(melanggar hukum). Maka siapa yang menganjurkan 

                                                             
16

 “Umat” yang dimaksud disini adalah suatu konsep tentang komunitas Islam, yakni 
komunitas kaum beriman yang diikat oleh kesamaan pandangan tantang keyakinan, kesucian, 
moral dan spiritual., Untuk lebih jelasnya baca tulisan  Muhammad Tholchah Hasan, tentang 
Islam dalam Perspektif Sosio Kultural, hal. 205. 
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kebaikan berarti memperkuat orang mu’min dan siapa mencegah mungkar 

berarti menghina orang munafiq.17 

Dengan demikian jelaslah, bahwa sebagai pelaku dakwah seorang 

kiai sudah seharusnya menunaikan hak tersebut, sebagai tugas dan 

tanggungjawabnya kepada Allah dan Rasul-Nya.      

a. Sebagai Pembimbing Rohani Umat. 

Sebagai seorang yang telah diberikan kelebihan oleh Allah swt, 

tentang permasalahan agama, maka sudah seharusnya seorang kiai 

memberikan bimbingan dan pengajaran kepada umat tentang masalah-

masalah agama dengan baik. Sehingga jelas antara yang haq dan yang batil. 

Tidak selayaknya orang yang berilmu pengetahuan menambah kebodohan 

orang awam dengan jalan berdiam diri tidak mau memberi peringatan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat.18 Dalam hal ini pengajaran yang diberikan 

lebih bersifat praktis.  

Dakwah praktis dilakukan berdasarkan kebutuhan secara alami, 

orang menginginkan, kecukupan, kesehatan, kekayaan, kedamaian, dan 

kemakmuran material, namun untuk memperolehnya kadang-kadang tidak 

                                                             

 
17

 Salim Bahreisy, Tambihul Ghafilin (Peringatan bagi yang lupa), (Surabaya: PT. 
Bina Ilmu, 1992), hlm. 113. 

18
 T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Kreteria Sunnah dan Bid’ah (Semarang: PT. Pustaka 

Rizki Putra, 1999), hlm.107. 
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diketahui secara benar. Sehingga dakwah secara praktis mengambil 

kenyataan tersebut sebagai titik tolaknya.19 

Dengan demkian seorang kiai, diharapkan mampu untuk 

memberikan bimbingan moral agama terhadap warga masyarakat, sehingga 

akan nampak jelas mana perkara yang haq dan mana perkara yang batil.  

Selain itu seorang kiai juga dituntut untuk dapat memberikan solusi 

terhadap setiap persoalan kehidupan beragama di masyarakat yang tentunya 

sesuai dengan aturan syari’at agama. 

b. Sebagai Pemimpin dan Pengarah Gerakan Masyarakat. 

Seorang Kiai dituntut untuk selalu tanggap terhadap segala 

persoalan agama yang terjadi di masyarakat. Sebagai pemimpin seorang kiai 

harus bisa menjadi motor penggerak dalam kehidupan beragama di 

masyarakat. Baik dan tidaknya suatu pengamalan ajaran-ajaran agama oleh 

warga masyarakat sedikit banyak akan tergantung pada para pemimpinnya. 

Oleh karena itu seorang kiai harus bisa membawa masyarakat kejalan yang 

benar sesuai dengan tuntunan syari’at. 

Selain itu, ia harus bisa membawa masyarakat dapat mewujudkan 

tujuan dakwah yaitu terwujudnya masyarakat yang menjalankan sepenuhnya 

ajaran Islam, tercapainya masyarakat yang aman dan damai, sejahtera lahir 

                                                             
19

 Amrullah Achmad, Dakwah Islam dan Transformasi Sosial Budaya, (Yogyakarta: 
Bidang Penerbitan PLP2M, 1985), hlm. 18. 
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dan batin adil dan makmur serta berbakti sepenuhnya kepada Allah swt 

untuk mencapai keridhan-Nya.20 

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa kedudukan dan 

peranan kiai dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting dan cukup 

berat. Sebab selain sebagai pelaku dakwah atau pemimpin agama yang 

memberikan bimbingan moral kepada masyarakat, ia juga dituntut untuk 

dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Sebagai pelaku 

dakwah seorang kiai harus berani menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar, 

dengan segala daya dan upaya untuk mewujudkan tujuan dakwah yang 

sebenar-benarnya, yaitu terwujudnya masyarakat yang menjalankan 

sepenuhnya ajaran Islam, tercapainya masyarakat yang aman dan damai, 

sejahtera lahir dan batin adil dan makmur serta berbakti sepenuhnya kepada 

Allah swt untuk mencapai keridhaan-Nya. 

Fenomena  perbedaan  perilaku dan gerakan sosial politik di 

kalangan Kiai, dalam banyak hal, dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dua 

faktor. Pertama, faktor posisi sosial Kiai yang memperlihatkan adanya suatu 

kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Sehingga meskipun secara 

politis Kiai dikategorikan sebagai sosok yang tidak mempunyai pengalaman 

dan kemampuan profesional, tetapi secara sosial terbukti mampu 

menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin 

                                                             
20 Helmy Masdar, Dakwah dalam Alam Pembangunan (Semarang: CV. Toha Putra, 

1973), hlm. 4. 
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digunakan.21 Kedua, faktor kekuatan personal yang diwarnai oleh pemikiran 

teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya. Sebagai sosok 

yang sering diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik di tengah-tengah 

masyarakatnya, Kiai dipandang memiliki kemampuan ”luar biasa” untuk 

menggerakkan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan 

politik. Dia bukan politisi, tapi kalkulasi politiknya sering dianggap ”fatwa” 

politik yang terakhir untuk diikuti 

Berbicara tentang “gerakan politik Kiai” seyogyanya mendasarkan 

pada konsep ruang (space) dan medan (field) terutama untuk mencermati 

seberapa jauh Kiai memerankan ajaran agama yang diyakininya dalam 

perilaku sosial politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan 

melihat fenomena yang berkembang paling tidak sejak dekade 1980-an 

hingga 2009-an, maka kontribusi dan bahkan partisipasi “Kiai” tersebut 

ditempatkan dalam ruang sosial yang sedang berkembang di Indonesia 

menjadi relevan adanya dalam penelitian ini. 

Kerangka seperti itu, persepsi teologis Kiai diletakkan dalam dua 

ruang yang saling mempengaruhi: 1) ruang ekstern masyarakat Indonesia 

dan 2) ruang intern diri masing-masing individu, sedangkan fenomena 

politik nasional yang melingkupi kehidupan sosial Kiai digunakan untuk 

                                                             
21 Studi-studi yang pernah dilakukan terdahulu, seperti Horikoshi (1978), misalnya, 

menunjukkan kekuatan Kiai sebagai sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat 
pesantren tapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Sementara Geertz (1960) menunjukkan 
Kiai sebagai makelar budaya (cultural brokers) dan menyatakan bahwa pengaruh Kiai terletak 
pada pelaksanaan fungsi makelar ini. Miftah Faridl, Peran Persepsi Teologis dalam Perilaku 
Sosial PolitikKiai. (Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000), hal. 238. 

 



18 

 

menggambarkan medan sosial yang sedang berlangsung. Sehingga pada 

konteks demikianlah gerakan politik Kiai dalam Pilpres 2009 di kabupaten 

Pamekasan dapat dielaborasi serta dieksplorasi secara akademis pada bab-

bab selanjutnya dalam penelitian ini. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan  dalam penyusunan sikripsi ini 

adalah penelitian lapangan (Field Research) . yaitu jenis penelitian yang di 

lakukan untuk memperoleh data dengan menjadikan wawancara sebagai 

landasan sumber data primer .  

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analiti yaitu dengan 

menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang peranan politik 

kiai dalam Pilpres 2009 di Kabupaten Pamakesan Madura. 

Ada tiga teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam 

penelitian ini (a) Studi Dokumen, (b) Wawancara mendalam (Dept 

Interview). (c) Teknik analisa data.  

1. Studi dokumentasi, adalah penyelidikan sesuatu peristiwa yang sangat 

penting yang merupakan suatu alat untuk pengumpulan data. yang 

kemudian dilakukan dengan proses mentela’ah isi dari data tersebut. 
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2. Wawancara mendalam “(Dept Interview”). Teknik wawancara 

mendalam dalam penelitian ini yaitu wawancara lansung (tatap muka). 

Dengan beberapa Kiai dan element masyarakat yang terlibat dalam 

pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan Madura. Fungsi dari 

wawancara mendalam adalah membuat Deskripsi dan Eksplorasi oleh 

karena itu dalam wawncara model ini penelitian akan benar-benar 

memperhatikan dan melaksanakan faktor penting yaitu 1. Kualitas 

pewawancara 2 kualitas yang di wawancarai 3 karekteristik dan sifat 

dari masalah yang di teliti. 

3. Teknik Analis Data 

Jika data telah terkumpul, di lakukan analisa data secara Kualitatif 

yang kemudian akan di olah dengan cara penyimpulan deduktif. Yaitu 

analisa yang bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat umum kemudian 

di jabarkan dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus, terhadap 

Peranan Politik Kiai dalam Pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan 

Madura   

Penelitian ini  di lakukan di Daerah Kabupaten Pamekasan Madura 

sebagai lokasi tempat di lakukanya penelitaian dengan lama waktu  dirasa 

cukup untuk mengumpulkan sebuah data. Dari bebrapa gambaran metode 

penelitian. penulis ingin  mengetahui latar belakang dan peranan para tokoh 

gerakan plitik Kiai dalam hal suksesi pilpres 2009 .selain itu pula untuk 

mengetahui jaringan gerakan politik yang di bangun oleh para tokoh Kiai, 
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baik melalui jaringan formal maupun jaringan informal dengan hubungan 

antar induvidu. 

Setelah pengumpulan semua data diperoleh. Tahap selanjutnya 

proses analisa di lakukan, kemudian metode analisa tersebut difungsikan 

untuk menganalisis secara kritis terhadap data yang relevan untuk di 

tuangkan dalam bentuk tulisan yang sistematik. 

F. Sistematika Pembahasan 

Bab I, Pendahuluan akan menjelaskan mengenai Latar Belakang, 

yang berisi tentang alasan mengapa penelitian ini penting di lakukan dan 

ketertarikan dengan “Peranan Politik Kiai di Pamekasan dalam Sistem 

Demokrasi”. Ketertarikan penelitian tersebut di bangun dalam 2 bentuk 

persoalan, yakni ingin mengelaborasikan latar belakang munculnya; “Peran 

Politik Kiai dengan Sistem Demokrasi dan Masyarakat Islam di Pamekasan, 

dan proses dialektika antara Peranan Politik Kiai dengan Partai Pemilu 

dalam Pilpres 2009 di Pamekasan dalam Sistem Demokrasi”. 

 Selanjutnya untuk membedakan dengan penelitian ini di bangun 

oleh kerangka pendekatan metodologis . Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Post-Moderenisme dalam mengkaji Gerakan Politik. Dalam 

rangka mengetahui peroalan tesebut bagaimana hubungan antara gerakan 

Kiai dan Politik dalam suatu konteks masyarakat Pamekasan di pandang 

perlu menjelaskan hubungan yang erat antara gerakan Kiai dan politik 
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dalam Bab II. “Peranan Kiai sebagai Gerakan Politik”, latar belakang 

munculnya Peranan Kiai, landasan Ideologis serta para tokoh dalam 

Gerakan Politik di Pamekasan dalam hal ini peranan Gerakan Kiai”. Kiai 

dalam konteks Masyarakat Pameksaan, Struktur ke Kiaian dalam 

Masyarakat Pamekasan serta hubungan Kiai, Masyarakat dan Politik di 

Pamekasan.  

Sedangkan Bab III menjelaskan;” Peranan politik Kiai sebagai 

proses Politik”, dalam hal ini akan membahas proses Politik munculnya 

Gerakan Politik, bentuk- bentuk mobilisasi dan implementasi dalam 

Masyarakat, dalam menggalang kekuatan untuk tercapainya tujuan dalam 

dalam memimpin di Pamekasan. Hal ini tidak terlepas dari keadaan Politik 

dan pemerintahan pasca Reformasi dalam masa Dua ke pemimipinan. Serta 

peran partai politik pemenang Pemilu, peran Kiai politisi dalam kepartaian 

dan lembaga Legeslatif dan sistem politik dan Pemerintah sebelum 

munculnya Gerakan Politik Kiai dalam memimpin Pamekasan.  

Bab IV, membahas tentang Proses Mobilisasi Gerakan Politik Kiai, 

dalam hal ini Pesantren menjadi pusat Gerakan dan Mobilisasi Ummat”, 

Serta Kiai menjadi tokoh sentral dan penggerak dari mobilisasi gerakan 

tersebut. Semua itu juga tidak terlepas dari media dalam pembentukan 

ideology dan Nilai-nilai dalam Masyarakat. Bentuk-bentuk mobilisasi dan 

gerakan tersebut tidak lepas dari peran lembaga formal seperti pesantren dan 
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partai politik, dan lembaga informalnya seperti Jama’ah pengajian, forum 

para Kiai di Pamekasan dan lain sebagainya.  

Bab V selanjutnya dalam bab ini di akhiri dengan menyimpulkan 

penemuan-penemuan selama proses penelitian di langsungkan selain itu 

juga menawarkan beberapa implikasi bagi pengembangan disiplin Ilmu 

Politik, khususnya Gerakan Politik dalam kajian Politik Kontemporer dan 

penutup. 
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BAB V 

Penutup 

A. Kesimpulan  

Terjunya Kiai dalam politik praktis diharapkan membawa implikasi terhadap  

situasi politik yang lebih baik. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan tanggung 

jawabnya sebagai pengemban amanah yang melekat pada dirinya yaitu 

menegagkan amar ma’ruf nahi mungkar. Sebab amar ma’ruf nahi mungkar 

merupakan dasar pokok dari tegaknya agama dalam menuju kemaslahatan 

ummat. Keadaan demikian terjadi di dalam penyelenggaraan Pilpres 2009 di 

Kabupaten Pamekasan. Yang mana para Kiai membantu memberikan 

pengetahuan tentang pendidikan politik bagi masyarakat, seperti memilih 

seorang pemimpin yang benar didalam wahayana politik demokrasi. Terlepas 

dari tujuan politik tersebut , Kiai di Kabupaten Pamekasan mempunyai tujuan 

politik salah satunya kepentingan pemerataan pembangunan pendidikan 

khususnya pendidikan Pondok Pesantren yang ingin sejajar dalam kanca 

pendidikan nasional yang merupakan bentuk kesepakatan para Kiai. Selain itu 

juga faktor kesejahteraan para induvidu Kiai yang masih belum mapan, 

sehingga berimbas kepada langkah Kiai dalam menjalankan perananya yang 

masih belum bisa mewujudkan keadilan bersama atau hifd h al-Ummah. 

Artinya secara manusiawi Kiai akan lebih cendrung kepada kelompok yang 

mempunyai kekuatan materil/ekonomi, Dibandingkan dengan sebuah 

kelompok yang berjuang secara ideaslisme. 
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B. Saran –saran  

   Peranan umat Islam dalam pemilihan presiden tahun 2009 dapat 

dikelompokkan menjadi dua: (1) kelompok muslim yang menggunakan hak 

pilihnya dengan bertindak sebagai gladitor, kegiatan transisi, atau kegiatan 

petaruh; dan (2) kelompok muslim yang melakukan tindakan apatis (mereka 

memilih untuk tidak memilih) dan lebih dikenal sebagai kelompok golput. 

Perubahan yang terjadi di tubuh partai-partai Islam begitu cepat sehingga 

kurang tersosialisasikan kepada publik. Kesan yang muncul kemudian 

adalah bahwa politisi muslim-santri cenderung inkonsisten antara 

pernyataan dengan tindakan politik yang mereka lakukan. Inkonsistensi ini 

bisa dijadikan alasan oleh para pendukungnya untuk tidak memilih lagi 

partai-partai tersebut pada pemilu yang akan datang. Kegiatan politik 

dengan menampilkan kesalahan secara individual dan sosial memberikan 

secercah harapan akan masa depan partai-partai yang ber-asaskan Islam. 

Oleh karena itu, virus pola pengkaderan dan pembinaan mental 

kelompoknya harus segera ditularkan kepada ormas dan partai Islam lain 

agar politisinya terhindar dari KKN dan dapat membentuk pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa.  

Perlu diingat oleh segenap umat Islam, bahwa partai politik 

bukanlah satu-satunya alat perjuangan bagi umat Islam dalam membela hak-

hak mereka. Seperti hak hidup dengan layak, mendapatkan pendidikan yang 

layak, pekerjaan yang memadai, dan hak-hak lainnya. Yang lebih utama 
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lagi, bagaimana umat Islam terbebas dari dua penyakit utama yang kini 

membelenggu mereka, yaitu kemiskinan dan ke-bodohan. Paling tidak 

partai-partai yang mengusung dua isu ini sebagai tujuan perjuangan mereka, 

besar kemungkinan akan meraih kemengan di ajang pesta demokrasi 

selanjutnya. Wallahu a’lam bissawwab. 
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Dan hendaklah ada diantara kamu ada seglongan umat yang 
menyeru kepada kebaikan menyuruh kepada yang ma’ruf dan 
mencegah dari hal-hal yang mungkar, merekalah orang-orang 
yang beruntung 
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79 92 “Imāmah adalah kedudukan/ jabatan yang diadakan untuk 
mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan 
mengendalikan dunia” 
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Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 
seoarang laki-laki dan seorang perempuan dan menjdaikan 
kamu berbangsa-bangs dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal mengenal.; sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Alloh adalah orang yang paling bertakwa 
diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal 

86 103 Sesungguhnya kamu melalui tingkatan-tingkatan dalam 
kehidupan 

 
 



Lemabaran  Pertanyaan 

A. Untuk umum  

 

1. Menurut saudara bagaimanakah proses berjalanya pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan. ?  
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2. Sejak kapan Kyai terlibat dalam kegiatan politik Praktis.  
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